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ABSTRAK 

 

 

PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DALAM MENDAPATKAN 

HAK WARIS 

 

Oleh 

Merliyana Kholillah Aini  

 

Perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan masalah terkait anak dan 

pembagian hak waris, untuk mengatasinya diperlukannya Itsbat Nikah. Tak jarang 

terjadi dalam Pengadilan Agama pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah 

terhadap orangtua, suami atau istri yang telah meninggal dunia agar hubungan 

keperdataan perkawinan khususnya mengenai hak waris dapat memiliki status 

yang jelas di mata hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tata cara permohonan itsbat nikah dalam mendapatkan hak waris serta bagaimana 

akibat hukum penetapan itsbat nikah dalam mendapatkan hak waris. 

 

Penelitian ini adalahpenelitian normatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan data yang 

digunakan yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi pustaka dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, 

rekonstruksi data, dan sistematika data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahsan yang dilakukan antara lain: Tata cara mengajukan 

permohonan itsbat nikah dalam mendapatkan hak waris dilakuakn dengan tahapan 

mengajukan pendaftaran permohonan, pembayaran biaya panjar perkara, 

persiapan persidangan, pemeriksaan persidangan, putusan dengan proses 

pemeriksaan bersifat kontensiusdengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai 

termohon. Akibat hukum dari penetapan itsbat nikah antara pemohon dan 

termohon memiliki hak dan kewajibanyang sama khususnya mengenaiharta 

warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Peraturan Perundang-Undngan 

yang berlaku. Adapun saran dari penelitian ini yaitu hendaknya hakim harus 

bijaksana dan teliti dalam memeriksa perkara itsbat nikah kontensius. Diharpakan 

bagi masyarakat untuk mecatatkan perkawinan kepada PPN atau KUA guna 

mewujudkan tertib administrasi. 

 

 Kata Kunci: Perkawinan, Itsbat Nikah, Hak Waris  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah tahapan penting dalam kehidupan seseorang, itu juga 

merupakan bentuk ibadah dan arahan dari Allah SWT. Status antara laki-laki dan 

perempuan yang kemudian diubah dengan sebuah ikatan perkawinan yang 

merupan persitiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Selanjutnya pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupkan ibadah. 

Akad nikah adalah bentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Kata suci dalam konteks ini berarti memiliki unsur keagamaan atau kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkawinan merupakan perintah Allah 

SWT yang berhubungan dengan penciptaan manusia. Oleh karena itu, perkawinan 

 
1Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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dilaksanakan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diperintahkan 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW guna keberlangsungan umat manusia, 

sebagaimana makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa 

perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan anugerah dari Tuhan kepada umat 

manusai sebagai manusia yang beradab.2 

Perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sangat penting perlu dicatatkan, hal ini 

berguna untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Pasal 6  ayat 

(2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan 

yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak 

mempunyai akibat hukum apapun.Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan, 

maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum negara meskipun perkawian 

tersebut telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama. Perkawinan yang tidak 

dicatatkan tersebut tetap dianggap tidak sah menurut hukum negara dan tidak 

memiliki kekuatan dan kepastian hukum, hal ini berdampak buruk terhadap hak 

dan kewajiban dalam perkawinan terutama terhadap istri dan anak-anak yang lahir 

dalam perkawinan tersebut yang memiliki hak atas nafkah, waris, dan hak-hak 

lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. 

Pencatatan perkawinan merupakan upaya perlindungan hak dan kewajiban dalam 

perkawinan, terkhusus bagi perempuan di dalam rumah tangga. Pencatatan 

perkawinan sangat penting guna membuktikan adanya perkawinan yang sah 

dengan dikeluarkannya akta nikah. Bukti akta nikah memberikan kekuatan dan 

 
2H.A. Kumedi Jaf’ar, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2021, hlm. 15. 



3 

 

kepastian hukum dalam perkaiwnan yang menyebabkan setiap suami atau istri 

yang tidak bertanggung jawab atas perkainannya dapat mengajukan gugatan 

kepada Pengadilan Agama untuk melindungi hak-haknya.3 

Akta nikah sebagai bukti sah bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan, 

karena akta tersebut merupakan syarat untuk dapat mengurus data-data yang 

berkaitan dengan kependudukan, sepert akta kelahiran, hak anak untuk 

mendapatkan pengakuan dan hak waris, serta sebagai sayarat untuk mengajukan 

gugatan cerai apabila terdapat perselisihan dalam perkawinan tersbut. 

Pelaksanaan perkawinan pada saat ini masih banyak ditemukannya perkawinan 

dalam masyarakat yang hanya melaksanakan aspek keagamaan tanpa 

melaksanakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan 

dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Lebih 

dipertegas dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) 

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. Serta Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.  

 
3Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indoneisa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 108. 
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Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan 

perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, 

namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang 

yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan untuk dapat diakui hukum 

negara maka pemerintah memberikan jalan melalui proses menetapkan kembali 

perkawinan yang sebelumnya dilakukan namun tidak dicatat atau dengan istilah 

lain itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 

(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan“Dalam hal perkawinan tidak dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan 

Agama”. 

Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang sebelumnya dilakukan menurut 

agama, dan tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Itsbat nikah merupakan jalan keluar yang 

diberikan pemerintah unuk mendapat akta nikah apabila akta nikah tersebut tidak 

ada atau rusak dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan 

Agama di tempat tinggal domisili Pemohon. Pengadilan Agama pada dasarnya 

akan menerima dan memeriksa permohonan itsbat nikah melalui pemeriksaan 

lengkap pada tahap-tahap persidangan. Itsbat nikah di Pengadilan Agama akan 

digunakan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat 

Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan 

mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan 

tersebut telah tercatat.4 

 
4Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada 

Pengadilan Agama Medan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 122. 
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Pada prakteknya terdapat peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau 

peraturan perundang-undangan atau sudah diatur namun pengaturan tersebut tidak 

lengkap dan tidak jelas. Tidak ada hukum yang lengkap selengkap-lengkapnya 

dan jelas sejelas-jelasnya, dalam hal ini peraturan hukum yang tidak lengkap 

harus dilengkapi dan yang tidak jelas harus dijelaskan dengan jalan menemukan 

hukumnya agar aturan hukum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tersebut 

sehingga dapat terwujudnya putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu 

mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.5 

Menurut Utrecht yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan 

hukum adalah apabila terdapat suatu peraturan perundang-undagan yang belum 

jelas atau belum diatur, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri 

dalam menyelesaikan perkara dengan menentukan hukum, sekalipun peraturan 

perundang-undangan tidak dapat membantunya.6 

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa itsbat nikah dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pada prakteknya permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 

terdapat berbagai alasan salah satunya terdapat permohonan itsbat nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama dengan permasalahan ketika salah satu suami istri 

 
5Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti 

dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. v. 
6Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011, hlm. 22. 
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meinggal dunia dan suami atau istri yang ditinggalkan beserta anak-anak dari 

perkawinan tidak tercatatkan terhalang untuk mendapatkan hak waris, hal ini tidak 

dapat dikesampingkan karena secara biologis anak-anak hasil perkawinan tidak 

tercatat juga merupakan anak kandung pewaris dan memilki hak dalam waris. 

Itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu hakim Pengadilan 

Agama melakukan ijtihad dengan mengabulkan permohonan tersebut dengan 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan apabila perkawinan yang diitsbatkan itu tidak ada halangan 

perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tetang Perkawinan, Padahal secara aturan hukum tidak dijelaskan secara 

rinci mengenai legalisasi permohonan itsbat nikah apabila salah satu suami istri 

meninggal dunia. Penetapan itsbat nikah tersebut tidak lebih sebagai kebijakan 

untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap 

perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.7 

Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama memiliki andil dalam memberikan 

rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat yang selama ini tidak memilki 

akta nikah. Dengan akta nikah, para pihak yang terlibat dalam perkawinan 

tersebut dapat membuktikan pula adanya perkawinan yang sah, keturunan yang 

sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan dapat dengan mudah mengurus 

segala administrasi maupun sengketa yang berkaitan dengan perkawinan. 

 
7Alimuddin, Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Fenomena Sosial, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 5, 

http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-

oleh-alimuddinshimh-243. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mengenai itsbat 

nikah dalam hal ini penulis menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang 

berjudul “Permohonan Itsbat Nikah dalam Mendapatkan Hak Waris”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara permohonan itsbat nikah dalam mendapatkan hak waris? 

2. Bagaimana akibat hukum dari adanya itsbat nikah untuk mendapatkan hak 

waris? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup keilmuan penelitian ini 

adalah hukum keperdataan khususnta hukum perkawinan. 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkuo objek kajian penelitian 

ini adalah ketentuan hukum formil terkait permohonan itsbat nikah dalam 

mendapatkan hak waris. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

berikut ini beberapa tujuan dari penelitian: 
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1. Agar membantu permahaman penulis dan pembaca terkait dengan tata cara 

permohonan itsbat nikah dalam mendapatkan hak waris. 

2. Agar menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca terhadap 

akibat hukum dari permohonan itsbat nikah mendapatkan hak waris. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penenlitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pemebelajaran dan kajian ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum 

Keperdataan khususnya mengenai ItsbatNikah. 

2. Kegunaan Praktis 

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan praktis, antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sumber pengetahuan 

hukum bagi penulis dan mahasiswa hukum yang berkaitan dengan 

Perkawinan terutama mengenai Itsbat Nikah pada lingkup Hukum 

Keperdataan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi dan 

referensi bagi masyarakat umum untuk membuat penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan Perkawinan khususnya mengenai Itsbat Nikah dalam 

lingkup Hukum Keperdataan. 
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c. Penenlitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis 

untuk menganalisis tentang permohonan itsbat nikah dalam mendapatkan 

hak waris. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

keterampilan menulis bagi penulis. 

e. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkaiwnan 

Perkawinan merupakan salah satu aspekpenting dalam kelangsungan hidup 

manusia. Ditunjukkan dengan banyaknya agama di dunia yang mengatur 

mengenai perkawinan, termasuk salah satunya adalah agama Islam. Kitab Suci 

umat Islam Al-Quran, mengajarkan bahwa Allah SWT telah menghendaki laki-

laki dengan permpuan untuk melangsungkan perkawinan guna menciptakan 

generasi baru manusia yang akan melanjutkan kelangsungan kehidupan manusia 

di bumi. Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk 

Allah, baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Perkawinan 

merupakan cara terbaik yandipili Allah SWT sebagai jalan agar manusia dapat 

berkembang biak, beranak pinak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-

masing pasangan siap untuk melakukan peran positifnya dan mewujudkan tujuan 

perkawinan.8 

Ditinjauin dari seigi yuiridis, peirkawinan meiruipakan suiatui huibuingan huikuim yang 

beirsifat kontrak, yitui meingikat hak dan keiwajiban antara suiami istri seicara timbal 

 
8Sabir Samin, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indoneisa, Yoyakarta: TrustMedia 

Publishing, 2016, hlm. 35. 
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balik. Beigitui juiga jika ditinjaui dari seigi keiagamaan, dimana peirkawinan 

meiruipakan suiatui akad yang dapat meinghalalkan huibuingan yang seibeiluimnya 

diharamkan oleih syara’.9 Seicara sosiologis peirkawinan meiruipakan seibuiah proseis 

peirtuikaran antara hak dan keiwajiban yang teirjadi antara suiami istri. Oleih kareina 

itui, peirkawinan meiruipakan proseis inteigrasi antara duia individui yang meimiliki 

latar beilakang sosial buidaya, seirta keiinginan, dan keibuituihan , maka proseis 

prtuikaran teirseibuit haruis seinantiasa diruindingkan dan diseipakati beirsama. 

Seihingga dalam konteiks sosiologis, bahwa peirkawinan tidak akan teirjadi apabila 

tidak ada keiseipakatan beirsama, yakni uintuik beirsama-sama meingaru ingui bahteira 

ruimah tangga.10 

Meinuiruit agama Islam, peirkawinan seicara uimuim beirarti meingadakan suiatui 

peirjanjian suici ataui peirjanjian uintuik meingikat seiorang laki-laki deingan seiorang 

peireimpuian seirta meinghalalkan huibuingan diantara meireika seicara suikareila dan 

deingan peirseitu ijuian beirsama deimi teirciptanya keiluiarga yang bahagian dan 

diridhoi Allah SWT. 

Meinuiruit Pasal 1 Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan, yang 

dimaksuid deingan peirkawinan adalah ikatan lahir batin antara seiorang pria deingan 

seiorang wanita seibagai suiami istri deingan tuijuian meimbeintuik keilu iarga (ruimah 

tangga) yang bahagia dan keikal beirdasarkan Keituihanan Yang Maha Eisa. Deingan 

peirtimbangan Pancasila sila peirtamanya, yakni Keituihanan Yang Maha Eisa, maka 

peirkawinan meimpuinyai huibuingan yang eirat seikali deingan agama, seihingga 

 
9Kahruddin, Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah Kelilling dan Dampaknya terhadap 

Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 320. 
10H. A. Kumedi Ja’far, Op.cit., hlm. 16. 
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peirkawinan buikan saja meimpuinyai uinsu ir lahiriah, teitapi uinsuir batiniah juiga 

meimpuinyai peiranan yang peinting.11Seilanjuitnya peingeirtian peirkawinan meinuiruit 

Pasal 2 Kompilasi Huikuim Islam (KHI), peirkawinan meiruipakan akad yang sangat 

kuiat atauimiitsaaqon gholiidhanuintuik meintaati peirintah Allah dan 

meilaksanakannya meiruipakan beintuik ibadah.Oleih kareina itui peirkawinan 

meiruipakan suiatui beintuik ibadah keipada Allah SWT, dimana peirkawinan dapat 

meinghalalkan huibuingan peirgauilan antara laki-laki dan peireimpuian seibagai suiami 

istri uintuik saling meincintai dan meinyayangi. Huibuingan peirgauilan laki-laki dan 

peireimpuian seibagai suiami istri teilah diatuir seicara teirhormat dan beiradab 

beirdasarkan keireilaan, cinta-meincintai, kasih-meingasihi deingan uipacara ijab dan 

qabuil, yang dihadiri oleih para saksi dan tamuiuindangan seibagai lambang dari 

adanya keiseipakatan yang ridho antara keidu ia meimpeilai. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Al-Quran 

1) Firman Allah SWT dalam Suirat An-Nuir/24:32 

Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang seindirian (masih meimbuijang) di 

antara kamui, dan orang-orang yang layak (meinikah) dari hamba-

hamba sahayamui yang leilaki dan hamba-hamba sahayamui yang 

 
11H. A. Kumedi Ja’far, Op.cit., hlm. 18. 
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peireimpuian. Jika meireika miskin, Allah akan meimbeiri keimampuian 

keipada meireika deingan karuinia-Nya. Dan Allah Maha luias”.12 

2) Firman Allah SWT dalam Suirat An-Nahl/16:72 

Artinya: 

“Allah meinjadikan bagi kamui pasangan (suiami ataui istri) dari jeinis 

kamu i seindiri dan meinjadikan bagimui dari istri-istri kamui itui, anak-

anak dan cuicui-cuicui, dan meimbeirimui rizki yang baik-baik. Maka 

meingapakah meireika beiriman keipada yang batil dan meingingkari 

nikmat Allah”.13 

3) Firman Allah SWT dalam Suirat Ar-Ruim/:21 

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda (keibeisaran)-Nya ialah Dia meinciptakan 

pasangan-pasangan uintuikmui dari jeinismui seindiri, agar kamui 

ceindeiruing dan meirasa teinteiram keipadanya, dan Dia meinjadikan 

diantaramui rasa kasih dan sayang. Suingguih, pada yang deimikian itui 

beinar-beinar teirdapat tanda-tanda (keibeisaran Allah) bagi kauim yang 

beirpikir.”14 

b. Hadits 

1) Dari H.R Buikhari Muislim diriwayatkan oleih Abduillah bin Mas’uid r.a. 

dari Rasuiluillah yang beirsabda: 

 
12Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah (Edisi Penyempurnaan) 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, 

hlm. 503. 
13Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Ibid., hlm. 775. 
14Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Ibid., hlm. 585. 
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“Wahai para peimuida, barangsiapa diantara kalian meimiliki 

keimampuian, maka nikahilah, kareina itui dapat leibih baik meinahan 

pandangan dan meinjaga keihormatan. Dan siapa yang tidak meimiliki 

keimampuian itui heindaklah ia seilalui beirpuiasa, seibab puiasa itui 

meiru ipakan keindali baginya”.15 

2) Hadits Riwayat Al-Buikhari 

“Kalian yang meingatakan beigini dan beigitui, maka deimi Allah 

keitahuiilah bahwa akui adalah orang yang paling takuit keipada Allah dan 

paling beirtakwa dibandingkan kalian, akui beirpuiasa juiga beirbuika akui 

shalat juiga beiristirahat, akui pu in meinikahi wanita, maka bagi siapa 

yang meimbeinci ajarankui maka ia buikan golongankui”.16 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan dasar 

huikuim meingeinai peirkawinan teirdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) 

bahwa: 

(1) Peirkawinan adalah sah apabila dilakuikan meinuiruit huikuim masing-

masing agama dan keipeircayaan itui. 

(2) Tiap-tiap peirkawinan dicatat meinuiruit peiratuiran peiruindang-uindangan 

yang beirlakui. 

 
15IffahMuzammil, Fiqih Munakahat, Tangerang: Tsmart Printing, 2019, hlm. 5. 
16IffahMuzammil, Ibid., hlm. 6. 
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d. Kompilasi Hukum Islam 

Meinuiruit Kompilasi Huikuim Islam dasar huikuim peirkawinan teirdapat dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3 yang meinyatakan bahwa: 

Pasal 2 :“Peirkawinan meinuiruit Huiku im Islam adalah peirnikahan, yaitui akad 

yang sangat kuiat atauimiitsaaqon gholiidhanuintu ik meintaati 

peirintah Allah dan meilaksanakannya meiruipakan suiatui ibadah”. 

Pasal 3:“Peirkawinan beirtuijuian meiwuijuidkan keihiduipan ru imah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 

 

 

3. Rukun-Rukun Perkawinan 

Meinuiruit mahzab Maliki teirdapat lima ruikuin nikah ialah: (1) suiami, (2) istri, (3) 

wali, (4) duia orang saksi, (5) mahar, (6) sighat akad nikah. Beiriku it ini adalah 

ruikuim-ruikuim peirkawinan beirikuit deingan syarat-syaratnya: 

a. Calon suiami. Adapuin syarat calon suiami yaitui beiragama Islam, seiorang laki-

laki, tidak meimpuinyai istri 4 orang, tidak ada paksaan, tidak ada huibuingan 

darah, seisuisu ian mauipuin seimeinda deingan calon istri. 

b. Calon Istri. Adapuin syarat calon istri adalah beiragama Islam, seiorang 

peireimpuian, seihat jasmani dan rohani, tidak beirsuiami dan tidak dalam masa 

iddah, seirta tidak ada huibuingan darah, seisuisuian mauipuin seimeinda deingan 

calon suiami. 

c. Wali Nikah Calon Istri. Adapuin syaratnya adalah haruis beiragama Islam, laki-

laki, deiwasa, beirakal seihat, tidak dalam keiadaan teirpaksa. 

d. Duia Orang Saksi. Adapuin syarat saksi nikah adalah haruis beiragama Islam, 

deiwasa, laki-laki, tidak peiluipa ataui piku in, tidak buita, tidak tuili, mauipuin bisui. 

e. Mahar. Dalam peirkawinan mahar adalah seisuiatui yang diseirahkan oleih calon 

suiami keipada calon istri dalam akad peirkawinan seibagai lambang keicintaan 
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calon suiami teirhadap calon istrinya seirta peirlambangan keiseidiaan calon istri 

meinjadi istrinya.17 

f. Adanya Ijab dan Kabuil. Adapuin syarat-syaratnya adalah, orang yang teirkait 

dalam ijab dan qabuil tidak seidang ihram haji atauiuimrah, Majlis ijab dan qabuil 

itui haruis dihadiri minimal eimpat orang yaitui calon meimpeilai ataui wakilnya, 

wali dari meimpeilai wanita dan duia orang saksi, ijab kabuil haruis deingan 

bahasa yang dapat dipahami oleih orang-orang yang meilangsuingkan 

akad,peineirima akad, dan saksi, ijab kabuil haruis jeilas dan leingkap, ijab kabuil 

haruis beirsambuingan dan beirseisuiaian.18 

4. Syarat -Syarat Perkawinan 

Syarat-syarat peirkawinan diatuir dalam Bab II Pasal 6 Uindang-Uindang Nomor 1 

Tahuin 1974 teintang Peirkawinan, antara lain: 

(1) Peirkawinan haruis didasarkan atas peirseituijuian keiduia calon meimpeilai. 

(2) Uintuik meilangsuingkan peirkawinan seiorang yang beiluim meincapai uimuir 21 

(duia puiluih satui) tahuin haruis meindapat izin orang tuia 

(3) Dalam hal salah seiorang dari keiduia orang tuia teilah meininggal duinia ataui 

dalam keiadaan tidak mampui meinyatakan keiheindaknya maka izin dimaksuid 

ayat (2) pasal ini cuikuip dipeiroleih dari orang tuia yang masih hiduip ataui dari 

orang tuia yang mampui meinyatakan keiheindak. 

(4) Dalam hal keiduia orang tuia teilah meininggal duinia ataui dalam keiadaan tidak 

mampuiuintuik meinyatakan keiheindaknya, maka izin dipeiroleih dari wali, orang 

yang meimeilihara ataui keiluiarga yang meimpuinyai huibuingan darah dalam garis 

keituiruinan lu iruis kei atas seilama meireika masih hiduip dan dalam keiadaan dapat 

meinyatakan keiheindaknya. 

(5) Dalam hal ada peirbeidaan antara orang-orang yang diseibuit dalam ayat (2), (3), 

dan (4) pasal ini, ataui salah seiorang ataui leibih di antara meireika tidak 

meinyatakan peindapatnya, maka peingadilan dalam daeirah hu ikuim teimpat 

tinggal orang yang akan meilangsuingkan peirkawinan atas peirmintaan orang 

teirseibuit dapat meimbeiri izin seiteilah leibih dahuilui meindeingar orang-orang 

teirseibuit dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 

 
17Anmawaty dkk, Hukum dan Hukum Islam, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 87. 
18 H. Kumedi Ja’far, Op.cit., hlm.40. 
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(6) Keiteintuian teirseibuit ayat (1) sampai deingan ayat (5) pasal ini beirlakui seipanjang 

huikuim masing-masing agamanya dan keipeircayaannya itui dari yang 

beirsangkuitan tidak meineintuikan lain. 

 

 

5. Tujuan Perkawinan 

Meinuiruit Islam peirkawinan meiruipakan su iatui ikatan yang sakral seibagai beintuik 

ibadah keipada Allah SWT seirta meiruipakan suinnah Rasuiluillah yang dijalankan 

deingan peinuih keiikhlasan dan rasa tanggu ing jawab. Beirikuit adalah tuijuian dari 

peirkawinan seibagaimana yang teilah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Ar-

Ruim/30:21, yaitui: 

“Dan di antara tanda-tanda (keibeisaran)-Nya ialah Dia meinciptakan 

pasangan-pasangan uintuikmui dari jeinismui seindiri, agar kamui ceindeiruing dan 

meirasa teinteiram keipadanya, dan Dia meinjadikan di antaramui rasa kasih dan 

sayang. Su ingguih, pada yang deimikian itui beinar-beinar teirdapat tanda-tanda 

(keibeisaran Allah) bagi kauim yang beirpikir”.19 

Tuijuian peirkawinan meinuiruit huikuim Islam teirdiri antara lain:20 

a. Beirtuijuian uintuik meimbanguin keiluiarga sakinah; 

b. Beirtuijuian uintuik reigeineirasi dan/ataui peingeimbangbiakan manuisia (reiproduiksi), 

dan seicara tidak langsuing seibagai jaminan eiksisteinsi agama Islam; 

c. Beirtuijuian uintuik peimeinuihan keibuituihan biologis; 

d. Beirtuijuian uintuik meinjaga keihormatan; 

e. Beirtuijuian ibadah keipada Allah SWT. 

 
19Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an,Op.cit., hlm. 585. 
20 H. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceriaan, 2020, Yogyakarta:Arjasa 

Pratama, hlm. 3. 
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Tuijuian peirkawinan Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan 

meineigaskan hal yang sama yaitui, meimbeintuik keiluiarga yang bahagia dan keikal 

beirdasarkan Keituihanan Yang Maha Eisa. Beigitui puila deingan yang diteigaskan 

dalam Pasal 3 Kompilasi Huikuim Islam (KHI) yaitui meiwuijuidkan keihiduipan 

ruimah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

B. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

Seicara bahasa Itsbat nikah teirdiri dari duia suikui kata yakni itsbat dan nikah. Itsbat 

meiruipakan Bahasa Arab yang diseirap meinjadi istilah Meinuiruit Kamuis Beisar 

Bahasa Indoneisia kata Itsbat sama deingan peineitapan yaitui peineitapan teintang 

keibeinaran (keiabsahan) ataui meineitapkan keibeinaran.21Seidangkan dalam Uindang 

Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan dijeilaskan bahwa nikah adalah 

ikatan lahir batin antara seiorang laki-laki dan seiorang peireimpuian seibagai suiami 

istri uintuik meimbanguin keiluiarga yang bahagia dan keikal beirdasarkan Keituihanan 

Yang Maha Eisa. 

Beirdasarkan peingeirtian dari duia suikui kata di atas, itsbat nikah meiruipakan 

peineitapan peirnikahan yang dilakuikan oleih Peingadilan Agama seihingga orang 

yang beirsangkuitan meimpuinyai huikuim dalam ikatan peirkawinannya.22Itsbat nikah 

juiga meingandu ing arti peingeisahan atas peirkawinan yang teilah dilangsuingkan 

meinuiruit syariat Islam meilaluii peirmohonan keipada Peingadilan Agama kareina 

 
21https://kbbi.web.id/isbat. 
22Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29. 
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pasangan suiami istri teirseibuit tidak dapat meimbuiktikan peirkawinannya deingan 

akta nikah. 

Itsbat nikah meinuiruit Keipuituisan Keituia Mahkamah Aguing RI Nomor 

KMA/032/SK/2006 teintang Peidoman Peilaksanaan Tuigas dan Administrasi 

Peingadilan adalah peingeisahan atas peirkawinan yang teilah dilangsuingkan meinuiruit 

syariat agama Islam, akan teitapi tidak dicatat oleih KUiA atau i PPN yang 

beirweinang. Itsbat nikah juiga meinganduing arti suiatui meitodei atau i cara dalam 

meineitapkan sahnya suiatui peirkawinan yang beiluim teircatat di KUiA seiteimpat, 

seisuiai deingan keiteintuian-keiteintuian huiku im yang beirlakui teirkait deingan hal 

peirkawinan yang dilaksanakan di Peingadilan. 23 

Pasal 1 angka 3 Peiratuiran Mahkamah Aguing Nomor 1 Tahuin 2015 teintang 

Peilayanan Teirpadui Sidang Keililing Peingadilan Neigeiri dan Peingadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Peineirtiban Akta Peirkawinan, buikui 

Nikah, dan Akta Keilahiran meinyatakan bahwa itsbat nikah adalah peingeisahan 

nikah bagi masyarakat beiragama Islam yang dilakuikan oleih Peingadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah seisuiai deingan keiteintuian yang beirlakui. 

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

Seicara yuiridis peincatatan peirnikahan sangat dipeirluikan kareina peirkawinan 

meiruipakan suiatui peiristiwa huikuim yang peinting. Uintuik meimbuiktikan adanya 

peirkawinan yang sah dipeirluikan adanya buikti teirtuilis beiruipa akta nikah yang 

 
23Meita Djohan Oelangan, Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, 

Pranata Hukum, Vol. 8, No. 3, 2013, hlm. 139, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194. 
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dikeiluiarkan oleih peijabat beirweinang adapu in dasar huikuim meingeinai itsbat nikah 

antara lain: 

a. Kompilasi Hukum Islam 

 

Meinuiruit Kompilasi Huikuim Islam hu ikuim meingeinai itsbat nikah teirdapat 

dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa: 

(1) Peirkawinan hanya dapat dibuiktikan deingan Akta Nikah yang dibuiat oleih 

Peigawai Peincatat Nikah. 

(2) Dalam hal peirkawinan tidak dapat dibuiktikan deingan akta Akad Nikah, 

dapat diajuikan itsbat nikahnya kei Peingadilan Agama. 

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

Meinuiruit Peiratuiran Meinteiri Agama Nomor Tahuin 1975 Palas 39 ayat (4) 

meinyatakan bahawa: 

“Apabila KUiA tidak bisa meimbuiktikan duiplikasi akta nikah kareina aktanya 

ruisak ataui hilang ataui kareina seibab lain, maka uintuik meineintu ikan adanya 

nikah, talak, ceirai, ataui ruijuik,haruis dibuiktikan deingan peineitapan ataui puituisan 

Peingadilan Agama, teitapi hal ini beirkaitan deingan peirnikahan yang dilakuikan 

seibeiluim Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 buikan yang teirjadi pasa 

peirkawinan seisuidahnya”. 

 

 

3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah 

Keiteintuian meingeinai itsbat nikah hanya dapat dijuimpai dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Oleih kareina itui, meingeinai syarat itsbat nikah hanya dapat 

dilihat dalam peiratuiran peiruindang-uindangan. Itsbat nikah meiruipakan salah satui 

produik beiruipa peineitapan yang dikeiluiarkan oleih Peingadilan Agama, biasanya 

dipeirluikan uintu ik meireika yang suidah lama meilangsuingkan peirkawinan, namuin 
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tidak meimiliki buikti oteintik beiruipa akta nikah yang sah. Puituisan sah atau i 

tidaknya peirnikahan yang dilakuikan seibeilu im beirlakuinya Uindang-Uindang Nomor 

1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan diatuir dalam Pasal 64 yang beirbuinyi “Uintuik 

peirkawinan dan seigala seisuiatui yang beirhuibuingan deingan peirkawinan yang teirjadi 

seibeiluim uindang-uindang ini beirlakui yang dijalankan meinuiruit peiratuiran-peiratuiran 

lama adalah sah”. Meingeinai syarat-syarat dilakuikannya itsbat nikah diatuir dalam 

Kompilasi Huiku im Islam, yaitui Pasal 7 ayat (3) yaitui: 

a. Adanya peirkawinan dalam rangka peinyeileisaian peirceiraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keiraguian teintang sah ataui tidaknya dari syarat-syarat peirkawinan; 

d. Adanya peirkawinan yang teirjadi seibeilu im beirlakuinya Uindang-Uindang Nomor 

1 Tahuin 1974 dan ; 

e. Peirkawinan yang dilakuikan oleih meireika yang tidak meimpuinyai halangan 

peirkawinan meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974. 

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Huikuim Islam meinjeilaskan bahwa, itsbat nikah 

dilakuikan meilaluii proseis peingajuian peirmohonan oleih pihak-pihak yang 

beirsangkuitan baik itui suiami ataui istri, anak-anak meireika, wali nikah, dan pihak 

yang beirkeipeintingan deingan peirkawinan teirseibuit. Uintuik ituiitsbat nikah seibagai 

salah satuiuipaya dari peimeirintah dalam meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat 

yang beiluim meimpuinyai buikti oteintik peirkawinan beiruipa akta nikah, itsbat nikah 

teintui meimiliki aspeik positif dalam meimu idahkan masyarakat guina meimbeirikan 

peingakuian huikuim atas peirnikahan yang teilah dilakuikan seicara sah meinuiruit 

agama. 

4. Tujuan Itsbat Nikah 

Seibagaimana dikeitahuii seibeiluimnya bahwa meinuiruit Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Huikuim Islam adanya peirkawinan hanya akan dapat dibuiktikan deingan adanya 

akta nikah, apabila dalam peirkawinan teirseibuit tidak meimiliki akta nikah maka 
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soluisi yang dapat diteimpuih adalah meingajuikan peirmohonan itsbat nikah kei 

Peingadilan Agama. Uintuik ituiitsbat nikah meimiliki tuijuian antara lain: 

a. Peirkawinan yang dilaksanakan akan meimiliki buikti oteintik beiruipa Kuitipan 

Akta Nikah seihingga meindapat peingakuian huikuim baik dimata huikuim itui 

seindiri mauipuin di mata masyarakat seikitar. 

b. Adanya itsbat nikah juiga beirtuijuian u intuik meinghindari adanya fitnah yang 

seiwaktui-waktui dapat teirjadi dalam peirgauilan seihari-hari di dalam masyarakat 

yang sangat beirdampak teiruitama teirhadap peireimpuian. 

c. Itsbat nikah juiga beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keiteirtiban administrasi 

peirkawinan seirta meimbeirikan peirlindu ingan atas hak-hak yang timbuil akibat 

dari adanya peirkawinan.24 

C. Tinjauan Umum tentang Waris 

1. Pengertian Waris 

Seicara eitimologi mawarith beirasal dari beintuik jamak kata mirath yang 

meiruipakan masdar dari kata waratha, yarithui, wirathatan, wamirathan, yang 

artinya peininggalan, beirpindah seisuiatui dari individui/keilompok lain, seisuiatui itui 

bisa beiruipa harta, ilmui, keimuiliaan dan seibagainya.25 Kata mawaris juiga sinonim 

deingan kata faraid yang beirasal dari kata faridah yang artinya bagian-bagian yang 

suidah diteintuikan (al-Mafruidah), keimuidian dikeinal deingan ilmuifaraid, yaitui 

peingeitahuian teintang peimbagian harta waris.26 Seidangkan meinuiruit istilah yang 

dikeinal para u ilama adalah beirpindahnya hak keipeimilikan dari orang yang 

 
24Meita Djohan Oelangan, Op.cit., hlm. 140-141.  
25Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Pustaka Radja, 2006, 

hlm. 2. 
26Maimun Nawawi, Ibid., hlm. 3. 
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meininggal keipada ahli warisnya yang masih hiduip, baik yang ditinggalkan itui 

beiruipa harta (uiang), tanah, ataui apa saja yang beiruipa hak milik yang leigal seicara 

syar’i. 

Wirdjono prodjodikoro, mantan keituia mahkamah aguing Reipuiblik Indoneisia 

meinyatakan huikuim waris adalah huikuim-huikuim ataui peiratuiran-peiratuiran yang 

meingatuir, teintang apakah dan bagaimanakah beirbagai hak-hak dan keiwajiban 

teintang keikayaan seiseiorang pada waktui ia meininggal duinia akan beiralih keipada 

orang lain yang masih hiduip.27 

Amir Syarifuiddin meingatakan bahwa hu ikuim keiwarisan Islam dapat diartikan 

seipeirangkat peiratuiran teirtuilis beirdasarkan wahyui Allah dan suinnah Nabi teintang 

hal ihwal peirihal harta ataui beirwuijuid harta dari yang teilah mati keipada yang 

masih hiduip, yang diakuii dan diyakini beirlakui dan meingikat uintuik seimuia yang 

beiragama Islam.28 

Kompilasi Huikuim Islam Pasal 171 huiruif (a) meinyatakan bahwa “Huikuim 

keiwarisan adalah huikuim yang meingatuir teintang peirpindahan hak keipeimilikan 

harta peininggalan (tirkah) peiwaris meineintuikan siapa-siapa yang beirhak meinjadi 

ahli waris dan beirapa bagian masing-masing”. 

Meinuiruit Ali al-Shabuimi keiwarisan adalah peirpindahan keipeimilikan dari seiorang 

yang suidah meininggal keipada ahli warisnya yang masih hiduip, baik keipeimilikan 

teirseibuit beiruipa harta beirgeirak, harta tidak beirgeirak, mauipuin hak-hak yang seisuiai 

deingan syariat. Dari peingeirtian di atas dapat ditarik peimahaman meingeinai 

 
27Dwi Putra Jaya, Hukum Kewarisan di Indonesia, Bengkulu: Zara Abadi, 2020, hlm.66. 
28Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 321. 
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keiwarisan yakni suiatui proseis beirpindahnya keipeimilikan dari seiseiorang seibagai 

akibat dari keimatian. Keipeimilikan yang dimaksuid adalah keipeimilikan teirhadap 

harta beirgeirak mauipuin harta tidak beirgeirak seirta hak-hak yang beilu im beirwuijuid 

harta dan masih dapat dipindahkan keipeimilikannya keipada geineirasi beirikuitnya 

yang masih hidu ip. 29 

Seihingga beirdasarkan peinjeilasan uilama dan ahli di atas dapat dikatakan bahwa 

huikuim keiwarisan meiruipakan peirpindahan eistafeit keipeimilikan harta seiseiorang 

yang suidah meininggal baik beiruipa beinda beirgeirak mauipuin tidak beirgeirak keipada 

peineiruis teirdeikatnya yang masih hiduip. 

2. Dasar Hukum Kewarisan 

a. Al-Quran 

1) Firman Allah SWT dalam Suirat An-Nisa/4:7 

Artinya: 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peininggalan keiduia orang tuia 

dan keirabatnya, dan bagi peireimpuian ada hak bagian (puila) dari harta 

peininggalan keiduia orang tuia dan keirabatnya, baik seidikit ataui banyak 

meinu iruit bagian yang teilah diteitapkan”.30 

2) Firman Allah SWT dalam Suirat An-Nisa/4:12 

Artinya: 

"Dan bagianmui adalah seipeirduia dari harta yang ditinggalkan oleih istri-

istrimui, jika meireika tidak meimpuinyai anak. Jika meireika (istri-istrimui) 

 
29Maimun Nawawi, Op.cit., hlm. 4. 

 30Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Op.cit., hlm.105. 
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itui meimpuinyai anak, maka kamui meindapat seipeireimpat dari harta yang 

ditinggalkannya seiteilah (dipeinu ihi) wasiat yang meireika bu iat ataui (dan 

seiteilah dibayar) huitangnya. Para istri meimpeiroleih seipeireimpat harta 

yang kamuitinggalkan jika kamui tidak meimpuinyai anak. Jika kamui 

meimpuinyai anak, maka para istri meimpeiroleih seipeirdeilapan dari harta 

yang kamui tinggalkan (seiteilah dipeinuihi) wasiat yang kamui buiat atau i 

(dan seiteilah dibayar) uitang-uitangmui. Jika seiseiorang meininggal, baik 

laki-laki mauipuin peireimpuian yang tidak meininggalkan ayah dan tidak 

meininggalkan anak, teitapi meimpuinyai seiorang sauidara laki-laki 

(seiibui) ataui seiorang sauidara peireimpuian (seiibui), maka bagi masing-

masing dari keiduia jeinis sauidara itui seipeireinam harta. Teitapi jika 

sauidara-sauidara seiibui itui leibih dari seiorang, maka meireika beirsama-

sama dalam bagian yang seipeirtiga itui, seiteilah (dipeinuihi wasiat) yang 

dibuiatnya ataui (dan seiteilah dibayar) huitangnya deingan tidak 

meinyuisahkan (keipada ahli waris). Deimikianlah keiteintuian Allah. Allah 

Maha Meingeitahuii, Maha Peinyantuin."31 

b. Hadits 

Dari Hadits Riwayat Buikhari dan Muislim 

Artinya: 

“Teilah meinceiritakan keipada kami Muisa bin Ismail teilah meinceiritakan 

keipada kami Wuihaib teilah meinceiritakan keipada kami Ibnui Thawuis dari 

ayahnya dari Ibnui Abbas RA dari Nabi SAW beirsabda: “Beirikanlah faraid 

(bagian-bagian yang teilah diteintuikan) keipada yang beirhak, dan seileibihnya 

 
31Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Ibid, hlm. 107. 

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/wasiat
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/wasiat
https://portaljember.pikiran-rakyat.com/tag/wasiat
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beirikanlah keipada laki-laki dari keituiruinan laki-laki yang teirdeikat.” (HR. 

Buikhari dan Muislim)32 

c. Kompilasi Hukum Islam 

Meinuiruit Kompilasi Huikuim Islam dasar huikuim teintang keiwarisan teirdapat 

dalam Pasal 171 huiruif (a) yang meinyatakan: 

“Huikuim keiwarisan adalah huikuim yang meingatuir teintang peimindahan hak 

keipeimilikan harta peininggalan (tirkah) peiwaris, meineintuikan siapa-siapa 

yang beirhak meinjadi ahli waris dan beirapa bagiannya masing-masing.” 

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan 

Huikuim keiwarisan Islam pada dasarnya meiruipakan huikuim Allah SWT yang 

dituiruinkan uintu ik keipeintingan uimat manuisia yang disampaikan Nabi Muihammad 

SAW, beirikuit ini adalah asas-asas huikuim keiwarisan antara lain: 

a. Asas Ta’abbudi 

Asas ta’abbuidi meiruipakan asas yang dimaksuidkan dalam meilaksanakan 

peimbagian waris seicara huikuim Islam adalah bagian dari peilaksanaan peirintah 

ibadah keipada Allah SWT, apabila hal teirseibuit dilaksanakan maka akan 

meindapatkan pahala dan apabila tidak dilaksanakan maka akan meindapat 

ganjarannya seipeirti halnya deingan meintaati dan tidak meintaati atuiran-atuiran 

huikuim Islam lainnya.33 Hal ini dijeilaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:13 artinya: 

 
32Maimun Nawawi,Op.cit., hlm. 26. 
33Naskur, Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Quran 

dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Islam),Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 10, No.2,2012, hlm. 

7,https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/253/225. 
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“Huikuim-huikuim teirseibuit itui adalah keiteintuian-keiteintuian dari Allah 

Barangsiapa taat keipada Allah dan Rasuil-Nya, niscaya Allah meimasuikkannya 

keidalam suirga yang meingalir di dalamnya suingai-suingai, seidang meireika 

keikal di dalamnya, dan ituilah keimeinangan yang beisar”.34 

b. Asas Haququl Maliyah 

Asas haquiquil maliyah adalah hak-hak keibeindaan saja yang dapat diwariskan 

keipada ahli waris seidangkan dalam hak dan keiwajiban dalam huikuim keiluiarga 

ataui hak-hak dan keiwajiban yang beirsifat pribadi seipeirti suiami ataui istri, jabatan, 

keiahlian dalam suiatui ilmui dan yang seimacamnya tidak dapat diwariskan.35 

c. Asas Haququn Thabi’iyah 

Asas huiquiquin thabi’iyah adalah hak-hak dasar dari seiorang ahli waris seibagai 

manuisia, yang artinya meiskipuin seiorang ahli waris adalah seiorang bayi yang baru i 

lahir dan bahkan bayi yang masih beirada di dalam kanduingan dapat puila 

dipeirhituingkan seibagai seiorang ahli waris deingan syarat-syarat teirteintui, mauipuin 

seiseiorang yang suidah sakit meinghadapi keimatian, namuin ia masih hiduip keitika 

peiwaris meininggal duinia, seirta beigitui puila deingan suiami istri yang beiluim 

beirceirai walauipu in suidah pisah teimpat tinggal, maka dapat dipandang cakap uintuik 

meiwarisi.36 

 

 

 
34Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an, Op.cit., hlm. 107. 
35Naskur, Op.cit., hlm.9. 
36Naskur , Loc.cit. hlm 9. 
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d. Asas Ijbari 

Asas huikuim keiwarisan ijbari meiruipakan istilah yang meinyatakan bahwa keitika 

seiseiorang meininggal dan meininggalkan harta ataui seimacamnya, maka seibagai 

akibat dari keimatiannya teirseibuit harta yang dimiliki peiwaris seicara otomatis dan 

meimaksa haruis beiralih keipada geineirasi seilanjuitnya ataui yang teirmasuik dalam 

daftar ahli warisnya. Artinya bahwa huikuim itui seicara meimaksa wajib 

dilaksanakan seisuiai apa adanya, tidak adanya kuiasa peimilik harta mauipuin ahli 

waris uintuik tidak meinjalankan peimbagian harta waris seisuiai deingan keiteintuian 

yang dijeilaskan dalam huikuim keiwarisan Islam, baik peilaksanaan, peirhituingan, 

mauipuin bagian-bagian yang haruis diteirima ahli waris. 

e. Asas Bilateral 

Asas bilateiral dalam peimbagian waris, diartikan seibagai proseis peiwarisan harta 

keiluiarga baik meilaluii garis laki-laki mau ipuin peireimpuian. Artinya, seitiap orang 

dapat meiwarisi dari keiduia garis keikeirabatan, yaitui garis keirabat ayah dan garis 

keirabat ibui. Dalam hal ini, anak ahli waris akan meineirima warisan, tanpa 

meimandang jeinis keilamin atauiuisia, baik masih anak-anak mauipuin su idah deiwasa. 

Warisan dibeirikan keipada meireika yang leibih deikat deingan peiwaris dalam 

huibuingan keiluiarga. 

f. Asas Individual 

Asas individui ju iga diatuir dalam huikuim waris Islam. Hal ini meinuinju ikkan bahwa 

seitiap ahli waris yang meineirima bagian dari harta peininggalan peiwaris seicara 
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individuiali dan beirhak meimiliki kuiasa peinuih atas harta warisan yang dimilikinya 

tanpa teirikat deingan ahli waris lainnya. 

g. Asas Proporsional 

Peingatuiran warisan Islam meinjamin adanya rasa keiadilan dalam peingadaan 

warisan bagi seitiap ahli waris. Artinya harta peininggalan dibagi seisuiai kadar 

keibuituihan masing-masing ahli waris. Hal itui dapat dilihat antara lain meingeinai 

ahli waris yang leibih beirhak meineirima bagian adalah keirabat keiluiarga yang leibih 

deikat deingan peiwaris yakni anak-anak peiwaris baik laki-laki mauipuin peireimpuian. 

h. Asas Sebab Adanya Kematian 

Huikuim keiwarisan Islam akan beirlakui jika ada seiseiorang yang meimpuinyai harta 

meininggal duinia. Artinya tidak akan ada yang namanya keiwarisan jika tidak 

didahuiluii deingan keimatian seiseiorang.37 

i. Asas Personalitas keIslaman 

Asas ini meineintuikan bahwa peiralihan harta warisan hanya teirjadi antara peiwaris 

dan ahli waris yang sama-sama beiragama Islam.38 

4. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan 

Uinsuir-uinsuir huikuim keiwarisan dalam huikuim Islam seiring dikeinal deingan ruikuin 

dimana deingan keibeiradaannya peimbagian harta waris dapat teirlaksana seicara baik 

dan lancar. Uinsu ir-uinsuir yang dimaksuid adalah seibagai beirikuit: 

 
37Maimun Nawawi, Op.cit., hlm. 38-49. 
38Dwi Putra Jaya, Op.cit., hlm.76. 
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a. Pewaris (al-muwarrits) 

Peiwaris adalah orang yang meiwariskan hartanya. Biasanya beirasal dari orang tuia, 

keirabat ataui salah satui di antara suiami dan istri, dapat dikatakan peiwaris adalah 

seiseiorang yang teilah meininggal duinia dan meininggalkan seisuiatu i yang dapat 

diwariskan keipada keiluiarganya yang masih hiduip.39 

b. Ahli Waris (al-warith) 

Ahli waris adalah seiseiorang yang meimpuinyai huibuingan keirabat yang 

meinyeibabkan keiwarisan, yaitui huibuingan keirabat, huibuingan peirkawinan, dan 

huibuingan akibat meimeirdeikakan hamba sahaya. Syarat-syarat ahli waris adalah 

seibagai beirikuit: 

1) Keitika peiwaris meininggal, ahli waris masih hiduip. 

2) Tidak teirdapat halangan yang sah seicara huikuim uintuik meindapatkan warisan, 

yaitui peimbu inuihan, peiwaris beida agama, teirkait peirbuidakan, dan yang masih 

dipeirdeibatkan  beirbeida warga neigara. 

3) Tidak teirmasuik ahli waris yang teirhalang oleih ahli waris yang leibih deikat. 

c. Harta Waris (al-mirath) 

Harta warisan adalah seigala seisuiatui yang ditinggalkan oleih peiwaris baik beiruipa 

harta beirgeirak mauipuin hak-hak peiwaris yang meimuingkinkan diwariskan keipada 

ahli waris. Beirikuit peirsyaratan harta peininggalan yang bisa dibagikan keipada ahli 

waris meinuiruit para uilama adalah harta yang beirsih dari huitang-huitang peiwaris, 

 
39Amir Syarifudin, Op.cit., hlm. 204. 
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biaya peinguiruisan jeinazah peiwaris, biaya masa sakitnya, dan dikuirangi wasiat jika 

peiwaris meimbuiat wasiat seibeiluim meininggal. 

d. Penghalang Saling Mewaris (al-mawani al-Irts) 

Teirdapat beibeirapa hal yang dapat meinyanggah hak-hak ahli waris uitama uintuik 

meindapatkan warisan dari peiwaris dalam huikuim waris Islam.40 Peinghalang 

teirseibuit antara lain, yaitui peirbuidakan, peimbuinuihan, peirbeidaan agama, muirtad 

(riddah), dan hilang tanpa beirita, seirta peinghalang yang masih dipeirseilisihkan  

antara lain peirbeidaan keiwarganeigaraan. Halangan uintuik meimpeiroleih hak waris 

meinuiruit Pasal 173 Kompilasi Huikuim Islam adalah apabila deingan pu ituisan hakim 

yang teilah meimpuinyai keikuiatan huikuim yang teitap dihuikuim kareina: 

1) Dipeirsalahkan teilah meimbuinuih ataui meincoba meimbuinuih ataui 

meinganiaya beirat teirhadap peiwaris. 

2) Dipeirsalahkan deingan meimfitnah teilah meingajuikan peingaduian bahwa 

peiwaris teilah meilakuikan suiatui keijahatan yang diancam deingan huikuiman 

5 tahuin peinjara ataui huikuim yang leibih beirat. 

 

5. Tujuan Hukum Kewarisan Islam 

Tuijuian huikuim waris Islam hadir dalam keihiduipan masyarakat adalah uintuik 

meingatuir dan meimeilihara harta beinda yang dimiliki oleih seiorang hamba ataui 

golongan teirteintui yang beirsifat preiveintif teirhadap keimuingkinan timbuilnya 

konflik, khuisuisnya dalam keiluiarga yaitu i meingeinai harta warisan.Seicara leibih 

speisifik, beirikuit ini dirangkuim tuijuian huiku im waris Islam antara lain: 

a. Meingatuir hak dan keiwajiban keiluiarga yang ditinggalkan. Haruis ada peiratuiran 

yang meingatuir hak dan keiwajiban keiluiarga yang ditinggalkan baik teirhadap 

almarhuim mauipuin teirhadap individui teirkait lainnya. 

 
40Maimun Nawawi, Op.cit., hlm. 94-105. 
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b. Meilinduingi warisan sampai keipada individui yang beirhak meineirima. Uintuik 

meimastikan bahwa harta peininggalan peiwarisdapat didistribuisikan keipada 

meireika yang seicara huikuim beirhak meineirimanya, maka dari itui haruis ada 

keirangka hu ikuim uintuik meingatuir peingeilolaan harta peininggalan teirseibuit. 

c. Keibeirlanjuitan harta dalam seitiap geineirasi. Adanya huikuim waris yang salah 

satui tuijuiannya yaitui meinjamin keilangsuingan harta keikayaan yang dimiliki 

seicara sah oleih seiseiorang keipada geineirasi beirikuitnya seihingga harta teirseibuit 

teitap beirmanfaat bagi uimat manuisia di masa yang akan datang. 

d. Meinghindari seingkeita peirsoalan keiwarisan. Deingan adanya huikuim waris 

Islam yang teilah meingatuir siapa yang beirhak dan siapa yang tidak beirhak, 

seirta juimlah bagian yang dimiliki masing-masing seicara leingkap dan 

teirpeirinci. 

e. Sarana distribuisi eikonomi. Agar harta yang dimiliki oleih seiseiorang dapat 

beirmanfaat, maka dipeirluikan peirpuitaran harta, ataui peirgeiseiran (distribuisi) hak 

milik dari seiorang keipada yang lainnya. Al-Quiran meinjeilaskan bahwa 

keikayaan haruis beirpuitar seisuiai deingan keibuituihan masyarakat, tanpa 

meimandang keilas dan statuis eikonomi.41 

  

 
41Maimun Nawawi, Ibid., hlm. 7-11. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keiteirangan: 

Peirkawinan meiruipakan peiristiwa huikuim yang sangat peinting uintuik itui peirluinya 

peincatatan kareina deingan dicatatkannya su iatui peirkawinan akan dapat peingakuian 

seicara teigas beirdasarkan huikuim agama dan huikuim neigara. Peirkawinan yang tidak 

teircatatkan meimilki banyak dampak salah satuinya meingeinai peimbagian hak 

waris. Uintuik meindapatkan peingakuian atas sahnya suiatui peirkawinan, suiami istri 

mauipuin pihak-pihak yang seibeiluimnya teirlibat dalam peirkawinan teirseibuit dapat 

meingajuikan peirmohonan itsbat nikah keipada Peingadilan Agama seisuiai deingan 

Itsbat Nikah 

Akibat 

Hukum 

Hubungan Suami 

dan Istri 

Harta Benda 

dalam 

Perkawinan 

Hubungan 

Orangtua dan 

Anak 

Hak Waris 

Perkawinan 

Tidak Tercatat 
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tata cara yang beirlakui. Apabila salah satu i dari suiami istri teilah meininggal duinia 

maka proseis peimeiriksaan peirmohonan itsbat nikah yang dilaku ikan beirsifat 

konteinsiuis deingan meinduiduikan suiami ataui istri yang masih hiduip seibagai 

peimohon seirta ahli waris seibagai teirmohon. Seihingga beirdampak teirhadap statuis 

huikuim peirkawinan yang teilah dianggap sah meinuiruit huikuim yang akan 

meimbeirikan akbiat huikuim yang sama deingan peirkawinan yang suidah dianggap 

sah seibeiluimnya, yaitui meingeinai huibuingan keipeirdataan antara suiami istri, 

huibuingan orangtuia dan anak, seirta hu ibuingan deingan harta beinda dalam 

peirkawinan. Deingan sahnya peirkawinan teirseibuit juiga akan beirakibat teirhadap 

statuis huikuim seiseiorang uintuik meindapatkan hak warisnya seibagai seiorang ahli 

waris. 

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian huikuim normatif, yaitui meitodei 

ataui cara yang diguinakan di dalam peineilitian huikuim yang dilakuikan deingan cara 

meineiliti bahan puistaka yang ada.42 Pokok kajiannya adalah huikuim yang dipahami 

seibagai norma ataui atuiran sosial yang beirlakui dalam masyarakat. Seihingga 

peineilitian normatif beirfokuis pada inveintarisasi huikuim positif, asas-asas dan 

doktrin huikuim, peineimuian huikuim, dalam peirkara in conceirto, sisteimatik huikuim, 

taraf sinkronisasi, peirbandingan huikuim dan seijarah huikuim.43 Peineilitian ini akan 

meineiliti teintang Peirmohonan Itsbat Nikah dalam Rangka Meindapat Hak Waris 

beirdasarkan peiratuiran huikuim formil di Indoneisia seirta norma sosial dan liteiratuir 

teirkait. 

B. Tipe Penelitian 

Tipei peineilitian yang diguinakan adalah deiskriptif, yang dimaksuid deingan tipe i 

peineilitian deiskriptif adalah peimaparan dan beirtuijuian uintuik meimpeiroleih 

gambaran (deiskripsi) leingkap, ataui meingeinai geijala yuiridis yang beirlakui diteimpat 

 
42Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009,hlm. 13-14. 
43Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Aditya Bakti, 

2004, hlm.52. 
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teirteirntui dan pada saat teirteintui, ataui meingeinai geijala yuiriidis yang ada atau i 

peiristiwa huikuim teirteintui yang teirjadi dalam masyarakat.44 

C. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan 

norma (peiratuiran peiruindang-uindangan). Peindeikatan ini beirdasarkan huikuim 

uitama, seirta meininjaui beibeirapa hal yang beirsifat teioritis yang beirkaitan deingan 

asas-asas huikuim, doktrin huikuim, peiratuiran dan sisteim huikuim yang beirkaitan 

deingan peirmasalahan yang dibahas deingan meingguinakan data seikuindeir diantara 

ya ialah asas, kaidah, norma, dan atuiran huikuim yang teirdapat dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan peiratuiran lainnya.45 

D. Data dan Sumber Data 

Peineilitian ini meingguinakan suimbeir data seikuindeir meilipuiti dokuimein reismi, buikui-

buikui yang beirkaitan deingan objeik peineilitian, hasil peineilitian beiru ipa laporan, 

teisis, dan diseirtasi, seirta peiratuiran peiru indang-uindangan. Beirikuit ini adalah 

suimbeir data seikuindeir yaitui: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hu ikuim yang primeir teirdiri dari peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

teirkait deingan objeik peineilitian yakni: 

a. Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan 

 
44Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 50. 
45 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 134. 
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b. Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Peiradilan Agama jo. 

Uindang-Uindang Nomor 50 Tahuin 2009 Peiruibahan Keiduia Atas Uindang-

Uindang Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Peiradilan Agama 

c. Peiratuiran Peimeirintah Nomor 9 Tahuin 1975 teintang Peiratuiran Peilaksana 

Uindang-Uindang Peirkawinan 

d. Kompilasi Huikuim Islam 

e. Peidoman Peilaksanaan Tuigas dan Administrasi Peiradilan Agama, Buikui II 

(Eidisi Reivisi) 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan huikuim seikuindeir adalah bahan huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan 

meingeinai bahan huikuim primeir beirasal dari doktrin ataui peindapat para ahli, baik 

itui buikui-buikui dan tuilisan-tuilisan ilmiah huikuim yang teirkait deingan objeik 

peineilitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan huikuim teirsieir adalah peituinjuik ataui peinjeilasan meingeinai bahan huikuim 

primeir ataui bahan huikuim seikuindeir yang beirasal dari kamuis, einsiklopeidia, 

majalah, suirat kabar, dan seibagainnya yang reileivan deingan peineilitian. 

E. Pengumpulan Data 

Peinguimpuilan data dalam peineilitian ini adalah deingan stuidi puistka yaitu i 

peingkajian informasi teirtuilis meingeinai huikuim yang beirasal dari beirbagai suimbeir 

dan dipuiblikasikan seicara luias seirta dibuituihkan dalam peineilitian huiku im normatif. 

Peineilitian ini dilakuikan deingan cara meimbaca, meincatat dan meinguitip dari 
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peiruindang-uindangan, buikui-buikui liteiratuir, dan data meilaluii peineiluisu iran inteirneit 

yang beirkaitan deingan Itsbat Nikah dalam Meindapatkan Hak Waris. 

F. Metode Pengolahan Data 

Meitodei peingolahan data yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah seibagai 

beirikuit: 

1. Peimeiriksaan data 

Peimeiriksaan data yaitui meingoreiksi apakah data yang teirkuimpuil suidah cuikuip, 

leingkap, suidah beinar dan suidah seisuiai deingan masalah dalam peineilitian 

meingani Peirmohonan Itsbat Nikah dalam Meindapakan Hak Waris. 

2. Reikonstruiksi data 

Reikonstruiksi data yaitui meinysuisn uilang data seicara teiratuir, beiruintuin, logis, 

seihingga mu idah dipahami dan diinteirpreistasikan. 

3. Sisteimatika data 

Sisteimatka data yaitui meinyuisn data-data beirdaskan sisteimatika yang teilah 

diteintuikan dan diseisuiaikan deingan pokok bahasan dalam peineilitian. 

G. Analisis Data 

Analisis data ku ialitatif dalam peineilitian ini diguinakan uintuik meinginteirpreitasikan 

data seicara kuialitatif beiruipa kalimat-kalimat yang eifeiktif, teiratuir, logis, dan tidak 

tuimpang tindih. Meingeimuikakan, meingu iraikan, dan meinggambarkan seiluiruih 

peirmasalahan yang ada yang beirsifat peinjeilasan dalam kaitannya itsbat nikah 

guina meindapatkan hak waris. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Beirikuit adalah keisimpuilan yang dapat diambil dari hasil peineilitian antara lain: 

1. Tata cara dalam peirmohonan itsbat nikah dalam rangka meindapat hak waris di 

Peingadilan Agama haruis beirsifat konteinsiuis deingan meilibatkan para ahli 

waris lainnya seibagai Teirmohon, antara lain: meingajuikan peirmohonan kei 

Peingadilan Agama yang dapat dilaku ikan oleih salah satui suimai ataui istri, 

anak-anak meireika, seirta pihak-pihak yang teirlibat dalam peirkawinan, 

meilakuikan peindaftaran dan meimbayar biaya panjar deingan meikanismei seisuiai 

deingan Buikui II Peidoman Peilaksana Tuigas dan Administrasi di Peingadilan 

Agama, meilakuikan peirsiapan peirsidangan dan meilakuikan peimanggiln para 

pihak, meilaksanakan peirsidangan seisuiai deingan proseiduir-proseiduir 

peirsidangan peirdata, dan peinyeileisaian yaitui deingan dikeiluiarkannya puituisan 

hakim yang suidah beirkeikuiatan huikuim teitap. 

2. Akibat huiku im peirmohonan itsbat nikah dalam rangka meindapat hak waris 

yaitui beirimplikasi teirhadap statuis hu ikuim peirkawinan, hak dan keiwajiban 

suiami istri dalam peirkawinan, statuis huikuim anak dalam peirkawinan, seirta 

statuis huikuim harta beinda dalam peirkawinan, seihingga meinciptakan keipastian 

huikuim, keimanfaatan huikuim, dan keiadilan huikuim. Seibab teilah seipatuitnya 
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Peimohon uintuik meindapatkan haknya seibagai ahli waris seibagaimana yang 

teilah dijamin dalam Al-Quiran dan Kompilasi Huikuim Islam Pasal 171, Pasal 

174, dan Pasal 175 deingan diteitapkannya itsbat nikah oleih Peingadilan Agama 

seipanjang peirkawinan teirseibuit dapat dibuiktikan deingan sah dan tidak 

beirteintangan deingan peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlaku i. 

B. Saran 

Beirdasarkan uiraian peinuilis meingeinai peirmohonan itsbat nikah dalam rangka 

meindapat hak waris, peinuilis meincoba meimeibeirikan saran yang beirkaitan dangan 

peirmasalahan ini, yaitui: 

1. Diharapkan dalam peilaksanaan peilayanan peirmohonan itsbat nikah 

heindaknya seiorang hakim haruis bijaksana dan teiliti meimpeirhatikan fakta-

fakta teirhadap suiatui peirmohonan yang diajuikan. Teiruitama dalam peirmohonan 

itsbat nikah konteinsiuis apakah peirkawinan teirseibuit beinar teirjadi seisuiai 

deingan ruikuin dan syarat peirkawinan ataui tidak agar tidak teirjadinya 

peinyeiluinduipan huikuim dan tidak teirjadi keikeiliruian dalam meineintapkan suiatui 

peirmohonan, suipaya tidak ada pihak yang meirasa diruigikan deingan adanya 

peineiteipan itsbat nikah yang diajuikan oleih salah satui pihak teiruitama guina 

meindapatkan hak waris. 

2. Diharapkan masyarakat yang akan meilangsuingkan peirkawinan heindaklah 

meilakuikan peincatatan peirkawinan keipada peituigas peincatat nikah ataui Kantor 

Uiruisan Agama uintuik meiwuijuidkan teirtib administrasi peirkawinan di dalam 

masyarakat, suipaya deingan dicatatkannya peirkawinan teirseibuit teitap teirjaga 

hak-hak dan keiwajiban antara suiami istri mauipuin deingan anak-anak yang 
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dilahirkan dalam peirkawinan teirseibuit yang keimuidian apabila teirjadi peiristiwa 

keimatian tidak teirdapat halangan dalam meinguiruis hak-hak keiwarisan yang 

timbuil akibat keimatian, khuisuisnya bagi pihak-pihak yang ditinggalakan baik 

suiami atauipu in istri mauipuin anak-anak meireika yang akan meinjadi ahli waris. 
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